
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salina11 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 7 TAHUN 2011 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASlbAN BEROASARKAN KONOISI KERJA 6~VPA 
T\JNJANGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PETUGAS PEMAOAM 

KEBAKARAN 01 KABUPATEN BOJONEGORO 

Memmbang 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

batlW8 dalam rangka untuk lebth men,ngkatl<.an mo~vas, kerja dan 

!<arena adanya resil<D yang tingg, temadap k.eselamatan pegawa, 

dalam melaksanakan tugas bagi Petugas Pemadam Kebak.aran di 

Kabupaten 801oneg0<0, maka dipandang pertu untuk membenkan 

Tambahan Penghasilan Betdasarl<.an Kondlsi Keqa berupa tu111angan 
kese1amatan kel)8 bagi Pewgas Pemadam Kebakaran di Kabupaten 

Sojonegoro yang drtetapkan dalam Peraturan Bupa1, BoJonegoro. 

Menglngat . 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahlin 1950 tentang Pembentukan 
Oaerah-Oaerah Kabupaten/Kota di hngkungan Propms, Jawa 

T•-nur (D<undangkan pada ranggal 8 AgU$lus 1950); 

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan !Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

3. Undang-t)ndang Nornor 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharoan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 4355), 

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peralura!'I Penmdang-0ndangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Repubhk Indonesia Nomor 4389); 

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesla T ahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lambaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent.ang Penmbangan 

Keuangan antora Pemenntah Pusat dan Pemetintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 4438): 

7 Peraturan Pemenntah Nom0< 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Repubhk 
lndones10 Nomor 4578), 

8 Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahtm 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeontahan 
Daerah (Lembaran Negara Repubhk lndones,a Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

9 Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tatum 2006 lentang PeI81)()f8n 
Keuangan dan Kinerja lnstans, Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614), 

10 Peraluran Pemerinlah Nomor 3 Tatum 2007 tenlang Laporan 
Penyelenggaraan Pemenntahan Oaerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah clan Jnformasi L.aporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah Kepada Masyarakal 
(lembaran Negara Repubi;k lndones10 Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan lembaran Negara Republ1k lnd0nesIa Nomor 4693), 

11. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemenntahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah 
Provmsi dan Pemenntahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republ1k Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4 737), 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-unclangan; 

13 Peraturan Menteo Dalam Negen Nomor 13 T ahun 2006 lentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebaga1mana teJah 
dIubah Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 59 Tahon 2007; 

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 lentang 
Janis clan Bentuk Produk Hukum Daerah: 

15 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Oaerah: 

16. Peraturan Menten Oalam Negen Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Senta Daerah dan Lembaran Daerah. 
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17. Peraturan Menteri Oalarn Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakatan di Oaerah ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 

lentang Urusan Pemerintah Oaerah Kabupaten Bojooegoro 
(lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nom0< 2). 

19 Peraturan Oaerah Kabupaten Bojooegoro NornO< 3 Tahun 2008 
tenlallg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaren Daerah Kabupaten BoJonegoro Tahun 
2008 Nomor 3), 

20 Peraturao Oaerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahu.11 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
Kabupaten BoJonegoro Tahun 2009-2013 (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Bojoneg0<0 T ahun 2009 Nomor 2) • 

21. Peraturan Bupab 8ojonegoro Nomor 1 T ahun 2008 l'entang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Oilingkungan 
Pemenntah Kabupaten BoJOnegoro (Berita Daerah Tahun 2008 

Nomor2). 

MEM U T U SKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 
BERDASARKAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN 
KESELAMATAN KERJA BAGI PETUGAS PEMAOAM 
KEBAKARAN DI KABUPA TEN BOJONEGORO. 

Pasat 1 

Dalam Peraturan Bupati ,m yang dJmaksud . 
1. Petugas Pemadam Kebakaran adalah Pegawru Negen s,pd yang bertugas 

sebagai Petugas Pemadam Kebakaran di Kat,,.spaten Bojonegoro. 

2. Tunjangan Kese!amalan Kerja adalah merupakan tambahan penghasilan 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kond1sI kel)a yang beresiko tertiadap 

keselamatan pegawai 

Pasa1 2 

{1) TuJuan Peratura11 mi adalah untuk memngkatkan keseiahteraan khususnya 

untuk Pegawai Negeri S.pil yang melakukan pelce1)8811 betestko tingg, terhadap 

kaselamatan 
(2) Sasaran keb!)akan mi adalah Petugas Pemadam Kebakaran d1 Pemenntah 

Kabupaten Bojonegoro. 

Pasal3 

( 1) T unjangan keselamatan kerja diberikan kepada petugas pemadam kebakaran 
sebesar Rp. 300.000,- (bga ratus nbu Rupiah) per bulan untuk masing-masing 
persornl/ora.'lg 

(2) Tuniangan kesetamatan keqa d1benkan dalam bentuk uang. 
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Pasal 4 

lun;angan keselamatan ke~a sebaga1mana d1maksud pada pasal 3 ayat (1) 
d,beoonkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae<ah Kabupaten Bojonegoro. 

Pasal 5 

Peraturan Bupat, m, mula, ber1aku pada tanggal d1undangkan 

Agar setiap orang rnengetahuinya. memenntahkan pengundangan Peraturan 8upaU 
,m dengan penempatannya dalam Ber,la Daerah Kabupaten 80,onegoro. 

Oiundangkan di BoJonego,o 
pada tanggal 3 Januari 20 t i 

Ditetapl\af\ di 8ojonegoro 
pada tanggal 3 Januari 2011 

SUPATI SOJONEGORO, 

ttd 

H. S UY OTO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Hd. 

pn;. SOEHADI MOEWONO.MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19600131 198603 I 008 

SERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOUOR 7. 

Sa,inan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONE.GORO 

- . .l 
,..,rTAh• I ~ 

-;"\ ...E..o,,/. SOEHADI MOE.WO~ 
\ ;:, P,,embfna Utama Muda 
~-~ 196001311986031 008 


